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Bismillahimahmaanirahiim
Assatamiralaiom wrwd.,

Kehidupan ketatanegaraan indeonesia pasca relomnasi dan Perybahan UUD 1945 telah memberfan
warna yang dnamis dalam ketatanegaraan indonesia. UUD 1945 yang dulu di mass Orba ‘disakrakan’
fedah rnengahw perubahzn yang sangal fundamental. Hasil Perghahan UUD 1945 pun banyak mengaroos
prinsip-prinsip baru galam bidang ketatanegaraan, misalnys, pemisahian kekuasaan, checks and balsnoes,
dan demokratisasi.

Salah saiukesepakatan MPR dalam melakuian perubahan UUD 1945 yakei tidak merubah Pembukaan
LUD 1948, karena hakikat Pembukaan UUD merupakan kaidah fundamantat negara. Perubahan lainmya
berkaflan dengan relasi kekuasaan eksekutlf dan legislatif, Selamaini, UUD 1945 bemuansa executive
heavy. Dominasi kekuasaan eksakutif dalam UUD 1945 lerihat sstidaknya pads Pasal 5 ayal (1), yang
menyatakan hahwa Presiden memegang kekuasaan membenluk undang-undang, Konsekuensi pengaturan
yang demikian tu memyebabkan masukiya Tilervensi’ kekuasaan ekselatil ke dalam semua kelembagaan
negara. Setetah diakukan penbahan D 1945, bukannya tordad keseimbangan antara kel ssaan ekselagf
dan legislalff, tetapt kekasaan negara jusiru bergeser ke arah penguatan leghslalit atau biasa disebut legisla-
v heavy.

Salah satu konsekuensi logis dar Perubahan UUD 1948, adanya parubshan kelembagaan hegara,
termasyk di demerya adalah MPR. Melakd perubahantersebut MPR telah mendekensinuks| diinyamanjadi
parlernen soft bicameral atau bahkan ada yang menyebulnya inkemeral Akibat dan nenibahan strokiur dan
kelembagaan MPR tersebut, dilakukan peninjauan terhadap maleri dan status hukum Ketelapan MPR/S.
Hal itu dilakukean karena telah ada kesepakatan untuk menghapuskan Kzletapan MPR/S sebagai sumber
hukum o Indonesia.

Jurnal Hukum edis| kalt inf akan mer:gatengahkan berbagai perecalan aktual ¢ bidang hutum
kelatanegaraan yang muncul pasca amandemen sebagal tema utama, serta beberapa parsoaian hukum
|zinyang mensarik urtuk disimak sebagal artike! iepas.

Alkhirmya, kami atas nama redaksi Jurmal Hulaan berharap mudah-mudahan lomaran ide dan analisis
yang ingn diwacanakan dalam jumel ini dapat bermantaat dan menambah minat pembaca untuk lebh
mendalami berbagai persoaian tersebut. Amin,

Bilkahittauhn wel hideyah
Wassabamu afafum wiwd,
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Hakikat Pembukaan Dalam
UUD 1945

Ni'matul Huda

Abstract
vhe spifit of the 1945 constitution preamble is the fundamental principle of indonesia.
Whether or not the 1945 Constitution is changad, it relates to a political matier, so thal a
prohibition to change the preamble shoeld be included in the constitution.

Kesepakatan MPR Tahun 1993

Dalam Sidang Tahunan Majslis
Permusyawarztan Rakyad tahun 1963 disepakali
unfuk tidak mengubsh Pembukaan YLD 1945
karena hal itu dipandang sudah fipal.
Hesapakatan uriuk %idak mengubah Pembukaan
UUD 1545 dulu pemah ditakuic:n olkeh Majelis
Pemmusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Penegasan ilersebut ditegaskan dalam
Ketetapan MPRS Mo, XXMPRS/1966. Dalam
tampiran Ketetapan MPRS No. XXMPRSH96E
tentang Memerandum DPR-GR Mengenai
Sumber Tertib Hukum R! dan Tata Undan
Peraturan Perundang-undangan R, Bagian |, No.
3 sub ¢, diyatakan bahws:

“Pembukaan UUD 1945 sebagai

Pemyataan Kemerdekaan yang terpering

yang mengandung cita-cila fuhur dari

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan vang

memual Pancasia sebagaf Dasar Negara

merupakan saty rangkafan dengan

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan oleh

karena ity lidak dapat dirubah ofah

sigpapun juga, termasuk MPR hasil

Pomilu, yang bendasarkan Pasaf 3 dan

Fasal 37 UUD berwenang menetapkan

dan merubah UUD karena merubah isi
Pembukasn beratli pembubaran Negara.
Dalam kedudukannya yvang demiian taok
Pembukaan LD 1945 merupakan dasar
dan sumber hukum dar balang fubiiya”

Pernyataan  tersebut  kemudian
ditegaskan kembali dalam Ketatapan MPR No.
NIMPRAS83 jo Ketetapan MPR Mo. IIMPRY!
1988 {kedua Kaeletapan MPR tersebut
rumusannya sama). Adapun pandangan atau
dasar pikiran yang melatar belakangi ialah
karena Pembukaan ULID 1845:

a. mengardung cila-cila lubur Proklamasi
Kemerdedaan 1945

b. memuat Pancasila sebagai Dasar Negara;

¢. merupakan satu kesatutan dengan

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945,

d. merubahisi Pembukaan UUD 1945 berarti
membubarkan Negara Proklamas
Kemardekaan Republik Indonesia.
Penegasan ini ada keminpannya dangan

pendapal Nolonagoro pada Seminar Pancasila

tahun 1855 yang mengatakan, Pembukaan ULD

12 " JURNAL HUKUM. NO. 28 VOL 12 JANUARI 2005: 12- 25
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et

1945 it menupakan pokek kaiaf fundamental
Negara Republik Indonesia dan mempunyai
keduclukan tatap terekat kepada kelangsungan
Megara Republik indonesia atas Proklamasi
Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1845. Oleh
karena itu, tidak dapaf diubeh dengan @afan
hukunt!

Menurut M, Tolchah Manscer? merubah
pancasila berarii mengubah Negara Republik
Pancasila dan melenyapkan Pancasila berart
membubarkan Negara Republix Pancasfta
yang dilahirkan berdasarkan Proklamasi 17
hgustus 1945, Berdasarkan Ketetapan MPHS
No. AX/MPRS{1666 tersebu! Pembukaan
UUD 1845 pada hakikainya adalah bagian
yang paiing essensill UUD 1845.

Timbul pertanyaan, sampai seberapa
jauhkah kekuatan hukum pendapat MPR
lersebyt? Datam UUD 1845, baik dalam
batang tubuh maupun dalam penjelasannya
tidak dijumpai ketentuan yang melarang
diubahnya Pembukaan UUD. Hukum Tata
Negara dan Hukum Konstitusi indonesia lidak
memberikan jawaban lerhadap masalah
tersebut. Sekalipun demikian, unluk
menjawab perlanyaan serla meninjau
masalah tidak dapat giubahnya Pembukaan
UUD 1945 ditinjau dari landasan hukum, ada
beberapa hal yang dapat dipergunakan
sebagai bahan pembabasan, yakni:

i. fentang tata urutan peraturan perundang-
undangan ¢ negara Republik indonasia;
2, 1eniang kedudukan keientuan yang
herbunyi, bahwa “UUD 1945 terdiri dari

Pembukaan dan Batang Tubuh®;

3. tentang kedudukan Ketstapan MPRS yang

berisl ketenluan yang Derbunyi

"Pgmbukaan UUD 1845 tidak dapat

diubah cleh siapapun, termasuk MPR

hasil pemily”.

Partama, Ketetapan MPR sebagai satu
bentuk peraturan perundang-urdangan tidak
diatur secara jelas dalam Undang-Undang
Dasar. Keletapan MPR/S tahir di tahun 1950an
dan terus berjalan hingga munculnya
kesapakatan MPR untuk menghapuskan
sumber hukum Ketatapan MPA melalui
Ketetapan MPR No, 1/MPR{2003 lentang
Peninjauan Terhadap Materi dan Stalus
Hukum Keletapan MPRS dan Ketatapan MFR
R Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002,

Memang UUD 1945 tidak menysbut
sumber hukum tersebul tetapi karena
Ketelapan MPR/S sudan besjalan dalam
praktek ksiatanegaraan sehingga telah
menjadi konvensi. Mengenal benluk paraturan
yang bemama UUD dengan jelas disebut
dalam Pasal 3 UUD 1945, Sedangkan sumber
fuskum Ketetapan MPR diambil dari penafsimn
terhadap bunyi Pasal 3 UUD 1945, bahwa
MPR menetapkan Garis-ganis Besar Haluan
Negara {GBHN].

Seperti diketahui, pada asasnya UUD
hanya ditetapkan salu kafi, kecual apabila ada
alasan-alasan yang kuat. Apablla undang-
undany dasar atau konstitusi telah ditetapkan,
maka dia berkedudukan sebagai hindamenia/
law dalam negara. ini berarti, bahwa peraturan
perundang-undangan yang lain harus Eesual
dan lidak bertentangan dengan undang-
undang dasar. Oleh karena itu adalsh tepat
dlempatkannya Keletapan MPR o bawah UUD,

1 Sopjadi, Pancasis Sebagal Sumber Terti Hukuum Inconiesia, Lukmman Okfset, Yogyakana, 1299, him. 108.
2 pach. Tolchah Mansoar, Teks Resmf Dan Babgrapa Soal Tentang YLD 1945, {Alumni, Bandung,

1983}, him. 80.
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sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS1965 yang kemudian telah dicabut
cleh Ketetapan MPR No. IMMPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Paraturan
Perundang-undangan.® Akan tetapi belakangan
eksistensi sumber hukum Ketetapan MPR
banyak dipertanyakan karena berubahnya
susunan dan kedudukan MPR dalam Pasal 1
ayat (2) UUD 1945, dan tidak jarang daiam
praktek muatan materi Ketetapan MPR
bertentangan dengan UUD 1945 atau
bertinciak seolah-clgh sejajar dengan UUD it
sendin.*

Salah satu hasit Sidang Tahunan MPR
2002 yang relevan dengan masalzh Ketetapan
MPR tersebut edalah divbahnya bunyi Aturan
Tambahan UUD 1945. Delatn Pasal | chiegaskan
"MPA ditugasi untuk melakukan peninjauan
terhadap mater dan stalus hukum Ketetapan
MPRS dan Katetapan MPR unituk diambil
pArhusan pada Sidang MPR 2003°, Dalam Sidang
Tahunan MMPA Tahun 2003 telah dikeluarkan
Ketetapan MPR No. /MPR/2003 tentzng
Peninjatan Terhadap Materi dan Status Hulom
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tehun
1060 Sampai Dengan Tahun 2002, yaryg hasinya
dikelompokkan ssbagai berikul:

(1) Yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaias;

(2) Yang dinyatakan 1stap berlaku dengan
ketentuan masing-masing sebagai
bedkut:

8. Ketetapan MPRS No. XXVAPRS/ 966
tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pemyatasn Sebagai
Organisasi Terarang di Seluruhb

Wiayah Negara Rl Bagi Partai Komunis
Indonesia dan Larangan Setiap
Kegiatan Untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham slau Ajaran
Kemunis/Marxisme-Leninisme,
dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan seluruh ketentuan dalam
Ketatapan MPRS Mo. XXVMPRSH66
ini, kedepan diberlakukan dengan
berkeadilan dan menghormati hukum,
prinsip demckrasi dan hak asasi
manusia.

b. Keletapan MPR No. XVI/MPRA098
tentang Politik Ekongmi Dalam
Rangke Demockrasi Ekonomi,
dinyalakan tetap berlaku dengan
ketentuan Pemerintah berkewaliban
mendotong kebarpihekan politik
ekonomi yang lebih memberikan
kesempatan  dukungan  dan
pengembangan ekonomi, uszhz kecl
menengah, dan koperasi sebagai pilar
ekonomi dalam membangkitkan
tedaksananya pembangunan nasional
dalam rangka demokrasi ekonomi
sesugl hakikat Pasal 33 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Ketetapan MPR No. V/MPRAG9S
tentang Penentuan Pendapat di
Timor Timur, tetap bedaku sampai
dengan terlaksananya ketentuan
dalam Pasal 5 dan Pasal § Ketetapan
MPA No. V/MPR/1909,

{3} Yang tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya permerintahan hasil Pemilu

* Sumber Hukum dan Tata Unitan Peraturan Perundiang-undangan sekarang mengacy pads UU Mo, 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Pefaturan Penmdang-undanga.

2004,

*Kalstapan MPR sudah hitang dari tata unitan peraiuran perundang-undangan melaksi LU Ko, 10 Tahun

14 JURNAL HUKUM. NC. 28 VOL 12 JANUARI 2005: 12 - 25
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tahun 2004

(4) Yang letap berlaku sampai dengan
terbeniuknya undang-undang.

(5) Ketetapan MPR tentang Peraturan Tata
Tertic MPR yang masih bertaku sampai
dengan ditelapkannya Peraturan tata
Tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilu
tahun 2004.

{6) Yangtidak pertu dilakukan tindakan hukurm
lebih lanjut, balk karena bersifal einmalig
{final), lelah dicabut, maupun teteh sekesal
dilaksanakan,

Kedua, mengengl kedudukan ketentuan
yang berbunyi: “UUD 1845 terdiri dari
Pembukaan dan batang tubuhnya.” Apabila
kita petajari sejarah pembeniukan UUD 1845,
kita akan menemukan kenyataan bahwa
Pembukaan VUD 1945 berasal dari Piagam
Jakartz yang disusun dan dirumuskan oleh
Paritia Sembilan. Piagam Jekattaini mempunyai
kedudukan yang kuat, karena disusun dan
dirumuskan oleh tokoh-tokeh pergerakan
kebangsaan yang mewakdi golongan-golongan
vang terdapat dalam masyarakal. Apa yang
tercantum dalam Piagam Jakara merupakan
gentlement agreement — istilah yang
dipergunakan olefi Dr. Soskiman - dan wakil-
wakil bangsa Indonesia. Rancangan
Pambukaean tersebut disusun dan dirumuskan
mendahului penyusunan Rancangan UUD.

Oleh karena itu ketenlugn dalam
Ketetapan MPRAS No. XX/MPRS{1966 yang
menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar
1945 ferdirt dari pembukaan dan batang

_tubuhnyz telah menimbulkan dua masalah,
yailu:
1. {entany kedudukan Ketetapan MPRS itu

sendin, dan
2. dinyatakannya Pembukaan sebagai

bagian dari JUD 13845.

Di alas sudah dikemukakan bahwa
Kelgtapan MPR adalah bentuk peraturan
perundang-undangan yang kedudukan dan
derajatnys berada di bawah UUD. Oleh karena
fty menjadi pertanyaan, apakah Ketslapan
MPRS yang berisi ketentuan seperti diuraikan
di atas masih dapal diperiahankan?

Menurst 56 Scemantri’ MPRS melalui
ketetapannya fidak berwenang untuk barbuat
demikian. Dengan dinyatakannya “Pembukaan
sebagai bagian dari UUD $945" MPRS telah
menatapkan Perribukaan setingkat dengan UUD,
yang dinamakan batang tubuh. Hal ini
mempunyai konselaiensi bahwa Pembukaan
juga akan termasuk dalam wewenang MPR
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD
1945, yakni dapal diubah oleh MPR.

Ketiga, masalah "idak dapat diubahnya
Pembukaan UUD 1945 oleh siapapun
iermasuk MPR hasil pemilu™. Dapalkah
dibenarkan MPRS membuat kelstapan seperii
iu? Difinjau dari sudut hukum, setiap
Ketatapan MPRS ateu Kelelapan MPA

apapun isinya selaly dapat diubah alau

dinyatakan tidak beraku oleh Ketetapanii'B
yang lain. Hal ini dikarenakan Keletapan MPR
adalah suatu bentuk peraturan perundang-
undangan hasil MPR, bukan dalam
kedudukannya sebagai Konstiluante atav
Sidang Pembentukan UUD.

Dari uraian di alas dapat disimpulkan
bahwa dapat diubah atau tlidaknya
Pembukaan UUD 1945 sangat terkait dengan
masalah potitik, masalsh dapat diubah atau
tidaknya Pembukaan fidak dapal diatur dalam

s 5ri Soemantl M, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitus), {Alenni, Bandung, 1987}, him.
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paraturan perundang-undangan yang lain,
termasuk Ketetapan MPR. Dengan lain
perkataan hal #u harus diatur dalam UUD.®
Salah salu hasil perubahan UUD 1345
yakri Aturan Tambahan Pasal || menegaskan
bahwa UID Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ferdin atas Pembukaan dan Pasal-
pasal. Kemudian dalam Pasal 37 ditegaskan,
bahwa yang dapat diubah adalah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar, dan yang tidak dapat
diubah adalah bentuk Negara Kesaluan
Republik  Indonesia. Penegasan ini
mangukuhkan kesepakatan anggola MPR
untuk tidak menjadikan Pembukaan UUD
1945 sebagal obyek perubahan, dan yang
dapat divbah adalah pasalpasal UUD.
Menurut pengamatan ASS Tambunan,
meskipun MPR sudah sepakat untuk lidak
merubah (memperizhankan} Pembukaan
UUD 1945 tetapi dalam kenyataannya pasal-
pasal yang merupakan terjemahan dari
Pembukaan dirubah juga. Perubahan-
perubahan yang tetjadi secara terang-
lerangan borabrakan alau menyimpang dari
Pambukasn. Berarli yang dimaksud dengsn
mempertahankan adalah dafam arti heriah
saia. Lebih lanjut Tambunan menyatakan,
kahwa Pembukaan merupakan suaty baglan
dari UUD yang teringgi tingkatannys, arinya
bahwea preambitle mendasari sistem konstilusi
dan mengikat sistemn kenegaraan. Dengan
demikizn, tingkatan Pembukaan UUD 1945
adalah di atas Batang Tubuh dan
Penjelasannys. Hal-hal yang terdapat dalsm
Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945

fidak bolgh teriepas dari Pembukaan, Sistam
kenstitusi dn struktur bangunan negara
Republix Indonesia dibangun di atas landasan
Pembukaan UUD 1245 Dalam Pembukaan
UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran
yang menguasai hukum dasar yang terdulis
maupun yang tidak tertulis. Oleh karenanya
perlu diketahui pokok-pokok pikiran apa saja
yang terkandung dafam Pembukaan UUD
1945,

Pokok-pokok Plkiran Pembukaan UUD
1945

Pembukaan ULUD 1945 merupakan satu
rangkaian kesatuan yang tidak dapal
dipisahkan dengan Proklamasl Kemerdelaan
indonesia 17 Agustus 1945, Proklamasi
Kememdekaan Indonesia adalah merupakan
perumusan daripada cita-ctia bangsa Indonesia
yang teckancung dalam hati sanubarinya, suztu
cita-clla morai yang hendak dicapai oleh
bangsa Indonesia baik dalam lingkungan
bangsa Indeonesia sendiri maupun daiam
pergautan bangsa-bangsa di dunia. Di
dalamnya pun telah terukls pandangan hidup
dan fujuan hicum bangsa Indoresia, Prokdamasi
merupekan Pernyataan Kemerdekazn
“Daclaration of Independence” dari rakyat
ndonesia. Pemyataan Kemerdekaan atzu
Proklamast Kemerdakaan mi marupakan
sumber hvdamn dani adanya Republil: Indonasia,
Jadi Proklamas! Kemerdekaan #u merupakan
sandaran hukum berdirinya negara Republik
indonesia. Proklamast Kemerdekaan yang

| hat dalam Kimat Hoda, Hukun Tadz Nogara Kagan Teorits dzn Yurkdis Terhadap Korsitus! ndonesia,
(Pusat Shudi Hukum PHUI kedasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 19934, kim. 40,
TASS, Tambunan, Amandemen Kebablasan Undang-Undang Dasar Baru dan Komisi Konsiiuss {Bire

Hukarn dan Hukum DPR R, Jakarta, 2002), him. 18,
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merupakan Pemyataan Kemerdekaan bangsa
Indonesia ity dimuat dalam alinea ketiga
Pembukaan UUD 1945, Maka dari itu, sudah
1arang bahwa Proklamasi Kemeardekaan yang
merupakan sumber hukum berdirinya negara
Repubiik Indonesia tidak dapat dipisahkan dan
Pembukaan UUO 1245. Pembukaan UUD
1845 jelas merypakan penuangan daripada
cita-cila bangsa Indonesia.?

Di dalam Penjelasan ULD 1945 dapat
dikelahui bahwa Pembukaan UUD 1945
mengandung empal pokok-pokok pikiran yang
meliputi suasana kehatinan dari UUD Negara
Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini
merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia
yang mendasari hukum dasar negara, baik yang
{ertulls maupun yang lidak tertulis. Pokok-pokok
pikiran fersebut adalah sebagai beriiad:

Pokok pikiran pertama: "Negara™ -
bagitu bunyinya - “me&lindungi segenap
bangse Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdaser atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam
pembukaan ini diterima afiran pengertlan
negara persatuan, negara yang melindungi
dan melipuli segenap bangsa Indonesia
saluruhnya. Jadl negara mengatasi segala
paham golongan, mangatasi segala paham
perseorangan, Negara menurul pengeriian
“pembukaan” itu menghendaki persatuan
meliputi segenzp bangsa [ndonesia
selurubnys. Inilah sualu dasar negara yang
lidak boleh dilupakan. Rumusan ini
menunjukkan pokok pikiran Parsatuan.
Dengan pengertian yang lazim, negars,
penyelenggara negara dan setiap warga
negara wajib mengutamakan kepentingan

negara di atas kepenlingan golongan ataupun
perorangan.

Pokok pikiran kedua."Negara hendak
mewujudkan keadilan sosial bagi selusuh
rakyat”. Ini merupakan pokok pikiran Keadilan
sosial, yang didasarkan pada kesadaran
bahwa manusia Indonesia mempunyai hak
dan kewajiban yang sama untuk menciptakan
keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pokok pikiran ketige yang terkandung
dalam “pembukaan” {alah negara yang
barkedaulatan rakyal, berdasarkan atas
korakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Dleh karena Hu sistem negara yang terbentuk
dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar
atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas
permusyawaratan perwakian, Memang aliran
ini sesuai dengan siat masyarakat Indonesia.
Pokok pikiran yang kstiga inl menunjukkan
bahwa di dalam negara Indonesia yang
berdaulal adalsh sakyal Indonesia, kedaulatan
ada di tangan rakyst. Dan pelaksanaan dari
asas kedulatan ini disertai asas lainnya yaitu
asas musyawarah dan dilakukan oleh wakil-
wakil rakyat. Jadi pelaksanaan asas
kedaulatan ini dengan musyawarzh yang
dilakukan wakil-wakil rakyat.

Pokok pikiran keempal yang terkandung
“pembukaan” ialah negara bardasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Cleh
karena itl, Undang-lindang Dasar harus
menganduny ist yang mewajibkan pemarintah
dan lain-lain penyelsngoara negara untuk
memelihara budi pekerti kemanuslaan yang
luhur dan memegang leguh cita-cita moral
rakyat yang luhur. Pokok pikiran yang keampat
ini menunjukkan keyalinan bangsa indonesia

* Azhary, Pancastla dan JUD 1945, (Ghalia Indonesia, Jakarla, 1985), him. 14-15.
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aksn adanya Tuhan Yang Mahs Esa, adanya
cila kemanusiaan dan cita keadilan dari bangsa
indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia dan kesemuanya itu menjad
dasar negara yang mengikat baik pemerintah
maupur rakyainys.

Keempat pokok pikiran tersebut jslas
merupakan pancaran dari pandangan hidup
dan dasar falsafah negara Pancasila. Dengan
mengungkap keempat pokok pikirn im
dapatlah kita gambarkan bahwa Pembukaan
UUD 1945 itu mengandung pandangan hidup
bangsa Indonesia Pancesila.®

Pada tanggal 15 Juli 1945, Ir,
Soekarno sebagai penggafl Pancasila dalam
pidaionya di depan BPUPKI menyalakan:
“Keberanian menunjukkan bahwa kita tidak
hanya membebek kepada contoh-contoh
{UD negara fain. Akan tetepl, membuat sendiri
UUD yang baru, yang berisi kefahaman
keadilan yang menentang individualisme dan
liheralisme, yang berjiwa kekeluargaan dan
gotang-royong. ™

Selain keempat pokck pikiran itu,
keempat alinéa Pembukaan Undang-Undang
Dasar masing-masing mengandung puls ¢ita-
ciia luhur dan filosofis yang harus menjiwai
keselurunan sislem beepikir mater Undang-
Undang Dasar. Alines parfama menegaskan
keyakinan bangsa Indonesla bahwa
kemerdekaan Htu adalah hak asasi segala
bangsa, dan karena itu segale bentuk
penjajahan di atas dunla harus dihapuskan,

¥ [bid,, him. 20-21.

karena fidak sesuai dengan pen kemanusiaan
dan peri keadilan. Alinea kedua
menggambarkan proses pérjuangan bangsa
Indonesia yang panjang dan penuh
penderitaan yang akhirnya berhasil
mengantarkan bangsa Indonesia ke dapan
pintu gerbang negara indongsia yang
merdeka, barsatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alinea ketiga menegaskan pengakuan bargsa
Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan
Yang Maha Esa, yang membetikan dorongan
spiritual kepada segenap bangsa untuk
memperjuangkan perwujudan cita-cita
juhumya, yang atas dasar keyakinan spiriusl
saria dorongan luhur ftulah rakyat Indonesia
menyatakan kemerdekaannya.

Allnea keampat menggambarkan visi
bangsa Indonesia mengenal banguman
kenegaraan yang hendak dibentuk dan
diselenggarakan dalam rangka meleriibagaksn
keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam
wadah Negara Indonesia. Alinea keempat ini
menentukan dengan jelas mangenai Tijuan
Megara dan Dasar Negara indonesia sabagai
Megara yang manganul prinsip demokrasi
xonsiitusional. Negara Indonesia itu
dimaksudkan untuk iujuan (1} melindungi
gagenap bangsa indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia; (2) memajukan
kesejahteraan umum; {3} mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan (4} mewujudkan
keterliban dunia berdasarkan kemerdekaan,

194 Jniluk purlama kalinya Pancasila diucapkan oleh Ir. Soekamo dzlam pidatoianggal 1 Juni 1945 yang
kemudian dens! sebagai Mahimya Pancaslla®, Tanggai 15 Jull 1945, Cit. Radjiman Wedindningral, Kelua
BPUPKimemintzagar it Soskame membentangkan kembali Pancasia sebagai flasofische grondslag, lsafat,
dasar pidran, fwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang hendak mendirikan hegara
Indonesia yang merdeka yany sekaligus menpakan penjalasan dan pembalaan atas kitik-kilk yang desampaikan

pada rapat tanggel 14 Jufi 1945,
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perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Memajukan kesejahterasn umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa memupakan
dua 1ujuan posilit sebagai “common wiues™ alau
*amr &l ma'm! yang padu diwujudikan barsama
melatui pelambagaan Negara Indonesia itu,
Sedangkan fujuan yang hendsk dicapai
dengan peran negara dalam rangka
perlindungan internal dan ketertiban dunia
sksternal, bersifat negatit dalam rangke “nakf
a-munkar terhadap segala benluk ancaman
dan tantangan yang perlu dicegah dan
ditanggulangi atau dihadapi dengan sebaik-
baiknya berdasarkan prinsip kemerdgkaan,
perdamaian abadi dan keaditan sosfal."

Pokok-pokok pikiran tersebul mencakup
suasana kebatinan yang terkandung dalam
Undang-undang Dazar. Pokok-pokok plkiran fu
menceminkan falsafah hidup (weltanshaung)
dan pandangan duréa {workd wewd bangsa in-
donesia sena ¢ila-cita hukum {rechisidee)®
yang menguasai dan menjiwai hukum dasar,
baik yang tertulis {Undang-Undang Desar}
maupun yang tidak terfufis. Undang-Undang
Dasar mewujudkan pokok-pokek pikiran ity
dalam panumusan pasal-pasalnya yang secar
umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran
dalarm garis basamya.

Clla Hukum {Rechitsidee) Pancasila
Dalam upaya sblh memahami 1entang

Rechisides atav cite hukum, Koesnoe
menyatakan hawa cita hukum itu merupakan
nilai hskum vang telah diramu dalam kesahuan
dengan nilai-nilai lainnya yang barasal dan
kategen niki-nilai lainnya, yang menunjukkan
pula sejauhmana fenomena kekuasaan
terintegrasi padanya. Cita hukum ku meliputi
segt formainya yailu sebagai suatu wadah nilai-
nilai hukum yang telah digarap dengan
memperhitungkan alam kenyataan sekeliing
kelompok yang bersangkutan, Segi matariil
atau substansial cita hukum adafah sebagai
nilai hukum yang telah diramu datam satu
kesatugn dengan nilai-nilal dan kategost nllai
lainnya termasuk fenomens kekvasaan,
menurut cha rasa budaya masyarakat yang
bersangkutan,*

Cita hukum itu terbeniuk datam pikiran
dan sanubari manusia sebagai produk
berpadunya pandangan hidup, keyakinan
keagamaan can kenyataan kemasyarakatan
yang diproyeksiian pada proses pengkaidahan
perlaku warga masyarakal yang mewujudkan
liga unsur : keadilan, kehasil-gunaan
(doefmatigheid) dan kepastian hukum. Balam
dinamika kehidupan kemasvarakatan, cila
hukum tu akan mempengaruni dan berfungsi
sebagai 8385 umum yang mempedomant
{guiding principte), norma kritik {(kaidah
evaluast) dan fakior vang memotivasi dalam
penyeienggaraan hukum (pembeniukan,
penemuan, penerapan hukum) dan perilaku

' Jimly Asshiddiqie, Konsiiiusi dan Konstihusionafsrme ndonesss, dierbitkan ates kerjasamas {Mahkamah
konslitus! dengan Pusiat Stul HTN FHAUL, Jakarta, 2004), him. 52-53.

2 Gl hukum {rechisides) mengandung arti bahwa pada haklkatya hukum sebagal aberan tingkah laku
masyarakal barakar patia gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran dan masyarakat ku sendii." Jadi, cita hulaumn
itu adalah ffagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaean dengan hukum atau persepsi lertang makna hukum,
yang datarm Infinya terdin atas tiga unsur; keacian, kehasit-gunaan {doaimalighets dan kepastian bulam. Linat

talam B, Arief Sidharta, Aefoksi Tentang Strukdur imu Hokum, (Mandar Maju, Bandung, 1599}, him, 181,
'3 Majalah Pembinaan Hukum Nasional, No. 1, 1845, him, 7.
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hukum.

Dirumuskan dan dipashaminya cita hukum
akan mermudahkan penjabarannya ke dafam
herbagai perangkat aturan kewenangan dan
aturan parilaky dan memudahkan tefaganya
konsistensi dalam penyalenggaraan hukum.
Dengan demikian, seyogianya fata hukum i
merupaken sebuah eksamplar rasifikasi cita
hukurn ke dalam berbagai kaidah hukum yang
lersusun dalam sebuah sistem. ™

Menurut  Radbruch,  rechisidee
merupakan bagian kebudsyaan yang
berhubungan dengan nilai keadian. Pendapat
ini berbada dengan Kelsen vang menyatakan
bahwa konsep-konsep ideologl, moral,
termasuk pula keaditan, adalah berada di luar
hukumn, dan mempunyal pemahaman yang
berbeda. Kelsen menyatakan Law and jusfice
are iwo different concepls. Kelsen juga
mengatakan bahwa Rechisides ilu
mempunyai dua fungsi, yaltu fungst regulatif
dan lungsi konstitutif.' Menurut Stammler,
Rechiskiee mengandung pengerttan sebagai
arah pikiran {denkrichiing) atau metoda pikiran
(denkmethode), yang digambarkan sebagai
kehandak sosial. Dalam hal ini, menurut
Stammier, bahwa arah dari cifa-cita
masyarakat itwah yang menjadiide hukum atau
rechisidea ini menentukan isi hukum positif. '@

Datam pandangan Larenz, rechisides il
mendapatkan pemyataannys di dalam asas-
asas hukum. Dengan runusan yang dibalik
Laranz menyatekan rechisbeginselen afs
uitingen van de rechisides. Lebih lanjut Larenz

B, Anef Sicharts, b,

* Soejad, Pancasfa..., Op. Cit, him. 77.
* thid, .

W 1, him. 78.

menyatakan babwa rachisidee bersifa
normatif, apriori konstitutif sebagai syarat
ransendental yang mendasan setiap benfuk
hukum positif."”

Cila hukum bangsa Indonesia berakar
dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri
Negara Republik Indonesia ditetapkan
sebagai landasan kefilsafatan dalam menata
kerangka dan struktur dasar organisasi negara
schagaimana yang dirumuskan dalam UUD
1945, Paneasila adalah pandangan hidup
bangsa Indonesia yang mengungkapkan
pandangan bengsa Indonesia tentang
hubungan anlara manusiz dan Tuhan,
tanusia dan sesama manusia, serta manusia
dan alam semesta yang berintikan keyakinan
tenlang fempat manusia individual di dalam
masyarakst dan alam semesta. Dangan kata
lain, Pancasila adalah jawaban bangsa Indo-
nesia terhadap pertanyaan “Was ist der
Mansch, und was st seine Steflung im Sei?
Yang merupakan inti kessiuruhan pemikiran
kefilsafatan Max Scheler. Jawaban tersebuf
gecara formal dicantumksn dalam
Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam
rurnisan fima dasar kefilsafatan bernegara,
dan dijabarkan lebih lanjut dalem pasal-pasal
Batang Tubuh Undang-Undang Dasar
tarsabut. Dengan demklan, cila hukum
Pancasila harug mencerminkan tuiuan
bernegara dan seperangkat nilai dasar yang
tercantum baik dalam Pembukaan maupun
batang tubuh serta Penjelasan UUD 1945, dan
herbagai ketatapan MPR terkatt.™®

B, Aief Sidharta, Refeksi..., Op.Gi., Him. 182. Unluk kondisi indonesia sekarang {pasca amandsmen
LUUD 1345), cita hutorr Pancasila tercemin dakam Permbukasan dan pasakpasal, karena Penjolasan UUD 1545
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Kaitan antara Pembukaan dengan
Batang Tubuh

Padz umumnya konstitusi suaty negara
mempunyai pambukaann yang menjadi
pernyalaan isi sebuah pembukaan dan
kedudukannya terhadap {batang tubuh)
undang-undang dasar. Pada umumnya isi
sualu undang-undang dasar berkenaan
dengan slasan, maksud dan tujuan berdidnya
suatu negara, Bahkan kadang-kadang dalam
suatu pembukaan itu dikemukakan ssjarah
perjuangan suatu bangsa yang kemudian
berhasil mendlrikan sualu negara. Oleh
karena Ku substansi Pembukaan LUD 1845
mefupakan perjanjian luhur waldl-waldl rakyat
Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 saral dengan
gagasan vital-filsafali yang mengandung
muatan nilai-nilai etts dan moral, nilai-nilai
politis-ideoiogis, dan nilai-nitai yuridis yang
merupakan satu kesatuan integral-integrath,
yang seharusnya kita jadikan paradigma
Imperatif - dan bukan lagi sebagai aftematit —
di dalam kita melakukan pengkajian pasal-
pasal UUD 1945. Suatu paradigma dengan
visi jauh ke depan dengan komftmen
transenden sebagai perekat persatuan dan
kesatuan dalam hidup berbangsa dan
bemegara.'

Pada bentuk umumnya Undang-Undang
Dagar ite terdirl atas dua bagian, yaitu
Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-
Undang Dasar. Keduanya i dimuat dalam
saty naskah. Untuk mengetahui betapa
erainya hubungan antara Pembukaan dan

Batang Tubuh LUD 1845, dapai kita baca dari
penjelasan resmi UUD 1945 yang berbunyi:

“Pokck-pokok pikiran tersebut meliputi
suasana kebatinan dar Undang-Undang
Diasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini
mewujudkan cita-cita hukum (rechts ides)
yang menguasai Hukum Dasar Negara,
baik hwkum yang tertulis {UUD) maupun
hukum yang flidak tertulis WUD
menciptakan pokok-pokak piktran ini
dalam pasalnya.”

Diari pengelasan tersebut dapat dilihad bahwa
Batang Tubuk LUD 1945 yang terdin dad pasal-
pasal adalah meruakan perwujudan, pedncian
danpada pokok-nokok pikiran yang ferkandung
dalam Pembukaannya. Jadi pokok-pokok
pikiran yeng terkandung dalam Pembukaan
UUD Negara yang merupakan suasana
kebatinan dar Undang-tndang Dasar sarta
mewwjudkan cita-cita hikum yang menguasai
Hukum Dasar Negara, Dengan demiklan
dapatiah dikalakan bahwa pook-pokok pikiran
yang \erkandung dalam Pembukaan UUD
Negara menfiwal batang tubuh LUD Negara
{pasal-paseinya) merupakan realisasi,
perwujudan atau perincian daripada pokok-
pokok pikiran 1adi {(yang terkandung dalam
Pambukaan). Sedangkan Pembukaan itu
sendir djiwai oleh dasar falsafah Pancasiia,

Dengan letap menyadari keagungan
nilai-nital yang lerkandung dalam Pancasifa
dan dengan memperhatikan hubungan anfara
Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD
sendiri, maka dapatlah disimpulkan bahwa
Fembukaan ULD yang memuat dasar falsafah

sudah tiapliskan, demikian pula dengan Ketetapan MPR.

% Koanto Wibisono S, “Garis Besar Uraizn tenlang Kaitan Pembukaan ULD 1345 dengan Konslitus!"
Makalah seminar Kagan Komprehensif tantang Perubafan UUD Negara Bl Tahun 1945 kerjasama Sekretaniat
Jendetal MPR Bl dengan FH UGM, Yogyakana, 10 Desembar 2002,
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Negara Pancasila dan UUD 1945 adalah satu
kesaluan yang tidzak dapat dipisahkan; bahkan
merupakan rangkaian kesaluan nilai dan
norma yang terpadu, ULID 1945 terdiri dari
rangkaian pasal-pasat yang merupakan
perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan UUD, yang
tidax lain adalah pokok-pokck pikiran, yaitu:
Persaluan Indonesia, Keadilan Sosial,
Kedaulztan Rakyat berdasar alas kerakyatan
dan permusyawaralan perwakilan dan
Ketchanan Yang Msha Esa  menurut
kemanusiaan yang add dan beradab, yang tidak
lain adalah sila-sita dan Pancasila, sedangkan
Pancasila itu sendiri memancarkan nfai-nifai
yang luhur yang telah mampu membernkan
semangat kepada dan terpancang dengan
khidmat dalam perangkat UUD 1945
Pembukaan dan Batang Tubuh (pasal-pasal
UUD 1945), UUD 1945 pada hakikatnya
menupakan satu rengkaian kesskuan yang tdak
dapal dipsahian.®

Hasil Kajian Komis| KonstHusi

MPR Rl pericde 1999-2004 telah
bersepakal untuk memperighankan
Pembukaan UUD 1945, Kesepakatan tersebut
fidaklah dapat diarikan sebagai sikap untuk
mensakralkan pembukaan. Kesepakatan
untuk letap mempertahankan Pembukaan
UUD 1945 dilandasi oleh berbagai alasan.
Alasan-alasan tergebut ntare kain adafah
bahwa Pembukaan merupakan suatu cita
hikaam {rehisided), dan sekaliqus noma fun-
damental negara (Slaatsfundamentainom)

2 Azhary, Pancasila..., Op.CR., him. 22.

yang merupakan pedoman bagi pambentulan
hukurn di bawahnya. Selain jlu Pembukaan
mengandung nilai-nilai universal terlang
kebenaran dan keadilan.

Kasepakatan MPR untuk mempertahankan
Pembuikaan bukan sekedar didukung cleh
kesepakatan nasional, namun mendapatkan
pambenaran dari hal-hal sebagai berikul?!

1. Nilal dan Norma Dasar rlegara

{Staatsfundamentainorm)

Upaya mempertahankan Pembukaan
UG 1945 sesungguhnya terkait dengan
peristiwa peniing Proklamasi Kemerdekagn
17 Agustus 1945 sebagai perjanjian lihur
{Gemlermant Agreemend). Peristiwa sejarah
bag bangsa Indonesia yang amat penting bagt
upaya memperjuangkan suatu kemandekaan,
Kemerdekaan merupakan piniu gerbang
keberadaan Republik [ndonesia sebagai
negara berdaulal. Lebih dari itu, wujud konkrit
Proklamasi sscara histeris terkait dengan
Plagam Djakaria. Presiden Soekarmo
menggakul akan suasana kebatinan Pembukaan
yang talah memberikan semangat zaman
(volkgeisf} yang dapat menjadi pengarah bagi
penyelenggara negars.

Mempertahankan Pambukaan dapat
berarti bahwa bangsa Indonesie manghomadi
dan mengabadikan semangat perjuangan
pendiri bangsa atas kelangsungan selarah dan
kemerdekaan Indonesia. Mengabadikan nilai-
nilai terpujl bangsa juga dapat menjadi tali
batin masyarakat Indonesia untuk memalhara
persatuan dan kesatizan, Pembuksan sebagai
dasar nagara harus menjamin tagaknya
Bhineka Tunggal lka, sacara moral menjadi

# Hasil Karja Komisi Konstitusi yang dibukukan oleh Krisna Harahap datam Konsifus Repubik indonesi
Sojak Proddamasi Hingega Reformasi, (Gralti Budi LRami, Banduryg, 2064}, him. 183185,
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kewajiben untuk memperiahankannya,
mematuhi dan menghormati esensi periajian
juhist tersebit.
9. Visi dan Misi Negara

Kshendak unuk tidak malakukan
parubahan tethadap Pembukaan sesunggunnya
dikatkan dengan dasar dan tujuan berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dan
st bangsa {Grand Vision and Mission of Stale)
menganchang ciia-ciia kihur dan mulia yang jauh
ke depan (Grand Visior), Hal ini harus menjadi
1ekat bulat suatu bangsa dan masyarakatnya
dalam mewujudkan fujuan negara, baik yang
tgrcakup dalam pencepalan wujuan jursdiksi
nasional maupun dalam dimens) internasional.
Pencapaian tujuan negara daiam jurisdiksi
nasional tidak saja terbalas pada adanya
pembagian dan pemisahan sntara kekuasaan
jegislatif, eksekutif dan judikaiif. Akan tetapt
hendaknya dapat diarahkan pada upaya-
upaya konkrit untuk melindungi dan
mensejahlerakan segenap warga negara.

Pancapalan tujuan negara dalam dimensi
inlernasional tertuang dalam sikap suatu
negara atau bangsa umtuk mematuhi
ketentuan hukum intemasional, yaitu ikit aktif
dalam upaya-upaya penyelenggaraan tatanan
dunia yang tertib (world order) dan perdamaian
dunia {(world peacs). Bagaimana tindakan
negara salalu pedull dengan cara-cara damai
dalam menyelesaikan sualu perfikaian,
termasuk menempatkan hukum sebagai
pangiima {supremacy of law) merupakan visi
dan mis! negara.

3. Dasar dan Filsafat
{Fliosofische Grondsiag)
Pentingnya Pembukaan UUD 1845 tetap

| dipertahankan terkait dengan ekisistensi dasar

filosofis atau ideologi negara. Sebab,

Negara |

Pembukaan merupakan kerangka acuan dan
sumber pemersatu bangsa, yang dihasilkan
melalui perjuangan politik dan diwujudkan
dalam sualu kasepakatan nasional (Nafionaf
Consensus). Pancasila sebagai dasar filsafal
kenegaraan berfungsi sebagai pengarah dan
pemelihara komitmen kebersamaan, dan
perseluan masyarakat Indonesia,

Pancaslia sebagai zcuan dasar dalam
bermasyarakal, berbangsa dan bemegara, di
dalarmnya terkandung dimensi Teologis yang
menampatkan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa
sebagal Sang Pencipta. Sila Pertama yaitu
Hetuhanan Yang Mahs Ess”, menjadi sumber
inspirasi bagi Sila Persaluan, Kemanusiaan,
Kerakyatan, dan Keadfian. Dasar-dasar flosofis
kehidupan bernegara diletakkan sebagai
kekusatan potens: akal manusia secarz koleldil,
Karena ku, isi Pembukaan yang mengandung
Pancasila sebagai dasar negara menempatkan
warga negara Indonesia sebagai makhiuk mono-
duatis, Hal $u memupakan sualu pemikiran yang
menempatkan manusla sebagai makhluk
Tuhan, sekaligus makhluk sosial. Atas dasar
flogofis seperlt ity, masyarakat Indonesia
inenolak sjaran manisia sebagai 2oon pofiticon
atau homo economicus semata, metainkan
suaty masyarakal yang jugz mengakui gkan
kekuatan Tuhan Yang Maha Esa sebagai
pencipla. Menempatkan Pancasila sebagai
dasar negara dalam Pembukaan secara egas
menclak timbulnya paham Indonesia sebagal
nagara agama (theocracy), dan tidak pula
dapat memisahkan secara tegas adanya
pamisahan agama dengan negara
(secularisme},

4. Cha Hukum (Rechtsides)
Pembukaan mengandung cita hukum dan
menmekan hukun teringal {supreme of law of
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the: land) yang lidak saja mengandung prinsip-
prinsip atau asas-asas hukum fundamental,
nomma-nonma dasar yang berfungsi sebagai
sumber hukum tertinggi dan harus menjadi
acuan juidis bagi ketentuan hukum yang secars
hierarkis berada di bawah undang-undaryg dasar,

Pembuksan sebagai cita hukum harus
dapa! mengarahkan pada ferciptanya nomna-
norma dasar yang mengandung kepastian
hukumn (lega! certafriy}, kemaniaatan (withy) dan
keadian bagi semu (justice for alf. Ketiga prinaip
dasar yuridis fessebiet manjadl sangat penting,
Secara yuridis dan idiologis Pembukaan
berfungsi sebagal instruren pengarah dan
pengendall tegalya perfindungan HAM, status,
fungs! dan kewenangan regars, mekanisme
hubungan antara lembaga negars sesamanya
dan hubungan antara negare dengan warga
Negesanys.

Pembukasn sebagai rechtsidee atau cita
hukum akan tetap menjadi sipreme of law of the
nation, pengasah dan penentu kepastian
peraturan  hukum bilamana masyarakat
mengakui keberadaannya  dengan
menempatkan hukum dasar teruiis dan hulum
dasar tidak tertults yang berfungsi sebagai
pangima dalam menyelesaikan pertiksian yang
lerjack dalam masyarakat dan bangsa.

Simpulan

Dapat atau fidaknya Pembukezn UUD
1945 diubah gleh MPR bukan hanya karena
alasan adanya kesepakatan politik dari seluruh
anggota MPR untuk tidak mensbahnya, tetapi
juga dikarenakan Pembukaan mengandung
cita hiukum {rechitsices) dan menpakan hukum
terlinggt (supreme of kaw of the land) yang tidak
saja mengandung prinsip-prinsip atay asas-
&sas hukum fundamental, norma-nomma dasar

yang bertungsi sebagai sumber hukum tertinggi
dan harus menjadi acuan junidis bagi ketankusn
hukum yang secara hisrarkis berada o bawah
undang-undang dasar.
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